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Abstrak 

Qanun Aceh sebagai produk hukum lokal memiliki posisi strategis dalam membentuk 

sistem perlindungan anak yang berakar pada nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Qanun Aceh dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak, khususnya dengan mempertimbangkan norma-norma hukum keluarga 

Islam dan kearifan lokal masyarakat Suku Alas. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk 

menelusuri persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap isi Qanun, pelaksanaan hukum 

keluarga Islam, serta nilai-nilai lokal yang melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara Qanun, hukum Islam, dan nilai adat 

Alas memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak anak. Temuan ini memberikan 

rekomendasi untuk penguatan kebijakan lokal berbasis budaya guna meningkatkan 

efektivitas perlindungan anak di Aceh. 

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Kearifan Lokal, Perlindungan Anak, Qanun Aceh. 

 

Child Protection in Aceh Qanun: The Perspective of  

Islamic Family Law and the Local Wisdom of the Alas Tribe 
 

Abstract 

The Aceh Qanun, as a local legal product, holds a strategic position in establishing a child protection 

system rooted in Islamic values and local culture. This study aims to analyze the effectiveness of the 

Aceh Qanun in providing child protection, particularly by considering Islamic family law norms and 

the local wisdom of the Alas community. A quantitative approach was used to explore community 

perceptions and understanding of the Qanun's content, the implementation of Islamic family law, and 

local values that protect children from violence and discrimination. The results indicate that the 

integration of the Qanun, Islamic law, and Alas customary values plays a significant role in 

safeguarding children's rights. These findings provide recommendations for strengthening local, 

culture-based policies to increase the effectiveness of child protection in Aceh. 

Keywords: Islamic Family Law, Local Wisdom, Child Protection, Aceh Qanun. 
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PENDAHULUAN 

Perlindungan anak merupakan isu yang sangat penting di berbagai wilayah di 

Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum 

berbasis syariat Islam. Qanun Aceh sebagai produk hukum daerah memberikan ruang bagi 

penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keluarga dan 

perlindungan anak (Assughra et al., 2022; Toni, 2022). Namun, pelaksanaan qanun tersebut 

tidak terlepas dari tantangan sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum 

Islam dan hak anak. 

Di sisi lain, Aceh memiliki keragaman etnis dengan kekayaan kearifan lokal, 

termasuk masyarakat Suku Alas yang mendiami wilayah Aceh Tenggara. Suku ini memiliki 

nilai-nilai adat dan tradisi yang turut berperan dalam membentuk norma sosial, termasuk 

dalam mendidik dan melindungi anak. Sayangnya, belum banyak penelitian yang mengkaji 

secara khusus bagaimana kearifan lokal masyarakat Alas diintegrasikan dalam penerapan 

Qanun Aceh dan hukum keluarga Islam (Anggreini & Yulida, 2025; Yuniar, 2019). 

Kajian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek formil dan yuridis dari 

Qanun Aceh serta penerapan hukum keluarga Islam, namun masih minim yang 

mengaitkannya dengan aspek lokalitas budaya dan perlindungan anak secara khusus. Hal 

ini menyisakan gap analisis dalam melihat peran kolaboratif antara hukum formal dan nilai-

nilai lokal dalam memperkuat sistem perlindungan anak di wilayah tersebut. 

Selain itu, belum adanya pendekatan terstruktur yang mengukur efektivitas integrasi 

antara tiga elemen utama—Qanun Aceh, hukum keluarga Islam, dan kearifan lokal Suku 

Alas—dalam konteks perlindungan anak, menjadikan penelitian ini penting untuk 

memberikan sumbangsih terhadap penguatan kebijakan lokal berbasis budaya dan hukum 

Islam (Friatna, 2015). 

Penelitian ini menjadi relevan dan penting mengingat tingginya angka kekerasan 

terhadap anak di Aceh yang masih terjadi meskipun telah ada Qanun yang mengatur hal 

tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan 

komprehensif dengan melibatkan dimensi budaya lokal dalam proses pelindungan anak. 

Dengan mempertimbangkan realitas tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh 

mana keberfungsian Qanun Aceh dalam melindungi anak, dan bagaimana hukum keluarga 

Islam serta nilai-nilai adat Alas dapat menjadi instrumen yang saling menguatkan (Hanapi 

& Fuadhi, 2023; Putri et al., 2022). Kajian ini juga mendorong pendekatan integratif dalam 

perumusan kebijakan berbasis kultural dan agama. 

Novelti dari penelitian ini terletak pada upaya membangun model perlindungan 

anak berbasis sinergi antara hukum daerah (qanun), hukum Islam, dan tradisi lokal suku 

minoritas yang selama ini belum banyak disentuh dalam kajian akademik. Diharapkan, 

penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perlindungan anak yang 

tidak hanya legalistik-formal, tetapi juga berakar pada realitas sosial dan budaya masyarakat 

Aceh, khususnya komunitas Suku Alas. 

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada legalitas formal Qanun 

Aceh, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam dan kearifan lokal Suku Alas 

berkontribusi terhadap perlindungan anak dalam praktik keseharian masyarakat. Penelitian 

ini menghadirkan pendekatan yang menyeluruh, yang tidak memisahkan antara norma 

agama, aturan hukum, dan nilai budaya dalam membentuk sistem perlindungan anak yang 

efektif. Dengan demikian, model perlindungan yang dikembangkan diharapkan tidak 
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bersifat seragam, tetapi kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh Tenggara 

yang unik. 

Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi 

pemangku kebijakan, tokoh adat, dan institusi pendidikan agar dapat bersinergi dalam 

merancang program perlindungan anak yang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan agama. 

Harapannya, hasil studi ini dapat memperkuat narasi bahwa perlindungan anak bukan 

hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat, agama, dan budaya 

yang bersatu dalam menjamin masa depan generasi Aceh yang lebih baik dan berkeadaban. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei lapangan. 

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat Aceh Tenggara, 

khususnya komunitas Suku Alas yang telah berkeluarga dan memahami isi Qanun Aceh 

serta memiliki pengalaman terkait perlindungan anak. Sampel diambil secara purposif 

dengan mempertimbangkan keterwakilan gender, usia, dan latar belakang pendidikan 

(Assingkily, 2021). Data yang diperoleh dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial 

untuk mengukur tingkat pemahaman, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap Qanun 

Aceh, hukum keluarga Islam, serta nilai-nilai adat Alas dalam konteks perlindungan anak. 

Dua variabel utama dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum (qanun dan hukum 

Islam) dan pengaruh kearifan lokal terhadap perlindungan anak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73%) memahami secara 

umum isi Qanun Aceh yang berkaitan dengan perlindungan anak, namun hanya 41% yang 

mengaku mengetahui secara spesifik isi pasal-pasal yang mengatur hak anak. Tingkat 

pemahaman terhadap hukum keluarga Islam menunjukkan skor yang cukup tinggi, yakni 

81% responden menyatakan mengetahui aturan nikah, hak nafkah anak, dan tanggung 

jawab orang tua dalam perspektif Islam. 

Sementara itu, nilai-nilai lokal Suku Alas dalam mendidik anak mendapat apresiasi 

tinggi dari masyarakat. Sebanyak 86% responden menganggap nilai adat seperti meusaneh 

(peringatan lisan) dan pemulia jame (penghormatan terhadap tamu termasuk anak) sebagai 

bentuk proteksi sosial terhadap anak. 

Integrasi antara Qanun Aceh dan nilai lokal ternyata masih belum optimal. Hanya 

38% responden yang menyatakan bahwa aparat kampung atau pemangku adat secara aktif 

mengacu pada Qanun dalam menangani kasus pelanggaran terhadap anak. Sebagian besar 

masyarakat (67%) lebih percaya pada mekanisme penyelesaian adat ketimbang sistem 

hukum formal ketika terjadi konflik dalam keluarga yang melibatkan anak. Ini 

menunjukkan kuatnya peran kearifan lokal sebagai pelindung informal. 

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Responden  

terhadap Qanun Aceh dan Hukum Keluarga Islam 

Aspek Persentase (%) 

Memahami Qanun Perlindungan Anak 73 

Mengetahui pasal spesifik 41 

Memahami Hukum Keluarga Islam 81 
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Tabel pertama menunjukkan bahwa 73% responden memahami secara umum 

Qanun Aceh tentang perlindungan anak. Namun, hanya 41% yang mengetahui isi pasal-

pasal spesifik terkait perlindungan anak dalam qanun tersebut. Ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara pemahaman normatif dan pemahaman substantif. Meskipun secara 

umum masyarakat menyadari keberadaan qanun tersebut, mereka belum sepenuhnya 

memahami ketentuan detail yang dapat dijadikan rujukan saat menghadapi permasalahan 

perlindungan anak. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi qanun atau keterbatasan 

akses terhadap teks hukum. 

Sementara itu, tingkat pemahaman terhadap hukum keluarga Islam mencapai 81%, 

yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam masih menjadi landasan kuat dalam kehidupan 

masyarakat Aceh, termasuk dalam mendidik dan melindungi anak. Hal ini memberi sinyal 

positif bahwa hukum keluarga Islam dapat menjadi entry point atau titik masuk strategis 

dalam penguatan perlindungan anak. Kuatnya pemahaman terhadap hukum Islam ini 

perlu didukung dengan harmonisasi antara syariat, hukum adat, dan qanun daerah agar 

perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan kontekstual. 

 

Tabel 2. Respon terhadap Kearifan Lokal Suku Alas 

Aspek Lokal Setuju (%) 

Nilai adat melindungi anak 86 

Percaya mekanisme adat 67 

Keterlibatan tokoh adat 54 

 

Tabel kedua menunjukkan bahwa 86% responden menyatakan bahwa nilai-nilai adat 

Suku Alas memiliki peran dalam melindungi anak. Ini menegaskan bahwa kearifan lokal 

seperti teguran adat, nilai kekeluargaan, dan penghargaan terhadap anak masih menjadi 

bagian penting dari mekanisme sosial dalam menjaga hak-hak anak. Kepercayaan terhadap 

nilai adat ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki sistem nilai lokal yang 

mampu membentuk perilaku kolektif untuk menjamin perlindungan anak tanpa harus 

menunggu intervensi dari hukum formal. 

Namun, hanya 54% yang menyatakan bahwa tokoh adat secara aktif terlibat dalam 

penanganan kasus anak, dan 67% lebih memilih penyelesaian melalui mekanisme adat 

daripada jalur hukum resmi. Ini menunjukkan adanya potensi, sekaligus tantangan. 

Potensinya terletak pada kekuatan sosial dan kepercayaan terhadap adat sebagai benteng 

moral masyarakat. Sementara tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan peran 

tokoh adat dan nilai lokal ke dalam sistem hukum formal, seperti Qanun Aceh, agar 

perlindungan anak lebih kuat secara hukum namun tetap selaras dengan budaya 

masyarakat lokal. 

 

Pembahasan 

Hasil menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap 

Qanun Aceh dan implementasinya di tingkat lokal (Koteng, 2012; KPAI, n.d.). Walaupun 

mayoritas masyarakat mengetahui keberadaan qanun, namun penerapan substansialnya 

terhadap perlindungan anak masih terbatas. Hukum keluarga Islam menjadi rujukan utama 

dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap anak (Fitriliana et al., 2022; Hanapi & 
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Fuadhi, 2023). Tingginya pemahaman terhadap ajaran Islam tentang keluarga menunjukkan 

potensi besar untuk penguatan sistem perlindungan anak berbasis agama (Arrafi & Nursiti, 

2023; Fadhila, 2021). 

Namun, fakta bahwa sebagian besar masyarakat lebih mengandalkan mekanisme 

adat daripada hukum formal menandakan bahwa pendekatan legalistik tidak cukup dalam 

konteks Aceh, khususnya di kalangan Suku Alas. Nilai-nilai seperti musyawarah keluarga, 

teguran adat, dan penghargaan terhadap anak sebagai bagian dari komunitas merupakan 

mekanisme sosial yang telah lama berperan sebagai pelindung anak (Aufa, 2021). 

Qanun Aceh belum sepenuhnya terintegrasi dalam struktur sosial masyarakat adat. 

Perlu ada penguatan regulasi berbasis budaya, misalnya dengan melibatkan tokoh adat 

dalam sosialisasi dan penegakan qanun (Analiansyah & Rahmatillah, 2015; Mansari, 2018; 

Mansari & Zainuddin, 2019). Implikasi penting dari hasil ini adalah bahwa perlindungan 

anak yang efektif tidak hanya bertumpu pada produk hukum formal, tetapi juga harus 

menyatu dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat (Alsabi, 2022; Kurniawan, 

2011; Mansari, 2016). 

Penguatan sinergi antara hukum Islam, qanun, dan adat Alas dapat membentuk 

sistem perlindungan yang lebih holistik dan diterima masyarakat (Amrullah, 2018). 

Penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan model hybrid antara pendekatan legal-

religius dan pendekatan sosial-budaya yang lebih adaptif terhadap konteks lokal. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan anak di 

Aceh, khususnya pada masyarakat Suku Alas, dipengaruhi oleh interaksi antara Qanun 

Aceh, hukum keluarga Islam, dan kearifan lokal. Efektivitas perlindungan anak dapat 

ditingkatkan melalui pendekatan integratif yang melibatkan pemangku adat, tokoh agama, 

dan aparat hukum. Implikasinya adalah pentingnya desain kebijakan yang sensitif terhadap 

budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat peran 

kearifan lokal dalam sosialisasi dan pelaksanaan Qanun Perlindungan Anak secara lebih 

efektif di tingkat komunitas. 
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